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REPUELTK INDOr{E$IA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Serbia (selanjutnya disebut
sebagai "Pihak"),

Mengingat hubungan persahabatan dan kerja sama yang ada antara dua Negara,
Pemerintah, dan Masyarakat;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah
terjalin antara kedua negara melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;

Dengan mempertimbangkan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam perserikatan
Bangsa Bangsa untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian Oari keamanan dunia;

Bertindak dalam semangat kemitraan dan kerja sama dengan ingin
mengembangkan hubungan baik di bidang pertahanan, dalam rangka ,ntut saling
menghargai, meningkatkan kepercayaan diri, dan saling pengertian,

Menyadari bahwa memperkuat kerja sama di bidang pertahanan akan
menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua negara, khususnya Angkatan
Bersenjata;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing negara.

Telah menyetujui sebagai berikut:



PASAL I

DEFINISI

lstilah yang digunakan dalam Memorandum of Understanding (MoU) didefinisikan
sebagai berikut:

1 "Pihak Pengirim" berarti negara yang mengirim personil, aset dan peralatan ke
wilayah Pihak Penerima;

2 "Pihak Penerima" berarti negara di wilayah yang personil, aset dan peralatan
dari Pihak pengirim berada;

3 "Personel" berarti personel militer dan sipil yang bekerja dalam lembaga-
lembaga dan badan-badan para Pihak.

PASAL II
TUJUAN

1 Tujuan MoU ini adalah untuk membangun prinsip-prinsip umum dan prosedur-
prosedur kerja sama antara Para Pihak dalam bidang pertahanan.

2 Para Pihak wajib bekerja sama atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, timbal
balik dan kepentingan bersama, dan menghormati penuh kedaulatan dan
integritas wilayah masing-masing negara.

PASAL III
KOMPATIBILITAS DENGAN PERSETUJUAN-PERSETUJUAN LAINNYA

MoU ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari
perjanjian - perjanjian internasional yang secara individual atau bersama-sama telah
dibuat dengan negara-negara lain atau organisasi internasional.

PASAL IV
OTORITAS YANG BERKOMPETEN

1 Otoritas yang Berkompeten bertanggung jawab atas implementasi MoU ini
adalah Kementerian Pertahanan Republik lndonesia dan Kementerian
Pertahanan Republik Serbia.

2. Untuk tujuan pelaksanaan [t/oU ini, otoritas yang Berkompeten dari Para
Pihak dapat membuat pengaturan-pengaturan tambahan.



PASAL V
AREA KERJA SAMA

Para Pihak dapat bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

1. Kebijakan Pertahanan dan Strategis;
2. Dukungan Logistik dan Kerja Sama lndustri pertahanan;
3. Pendidikan dan Pelatihan, dan
4. Kerjasama lain atas dasar kepentingan bersama yang disepakati oleh para

Pihak atau Otoritas yang Berkompeten.

PASAL VI
BENTUK KERJA SAMA

Kerja Sama antara Para Pihak dapat dilakukan melalui:

1. Kunjungan Pejabat;
2. Dialog Pertahanan dan Strategis,
3. Pertukaran lntelijen,
4. Pertukaran Pengalaman dan Konsultasi;
5. Program Pelatihan dan Pendidikan;
6. Partisipasi dalam Konferensi, Simposium dan Seminar;
7. Pengadaan alalalat pertahanan, transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama

industri pertahanan, dan
I' Bentuk-bentuk lain dari kerja sama yang disepakati oleh para pihak atau

Otoritas yang Berkompeten.

PASAL VII
KOMITE BERSAMA

Sebuah Komite bersama dibentuk untuk secara efektif mencapai tujuan MoU

Rapat akan diketuai oleh pejabat-pejabat senior pertahanan yang benrvenang
dari kedua Pihak.

3. Komite Bersama wajib

Mengindentifikasi bidang-bidang kerja sama yang menjadi kepentingan
bersama;
Merekomendasikan kegiatan dan program kerja sama dalam kerangka
IvloU ini;
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c. Mengkoordinasikan, memantau, dan mengendarikan peraksanaan
kegiatan dan program-program kerja sama;

d. Mereview dan mengevaluasi pelaksanaan MoU ini;
e. lVlenyampaikan laporan kepada Menteri Pertahanan masing-masing dari

kedua Pihak:
f. Menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pandangan dari

implementasi MoU ini.
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Komposisi anggota Komite Bersama harus disepakati bersama oleh kedua
Pihak.

Komite Bersama akan bertemu sekali dalam dua tahun atau apabila
diperlukan pada tempat dan tanggal sebagaimana yang disepakati bersama.

Komite Bersama dapat membentuk sub-komite dan ketika dianggap perlu
untuk melaksanakan kegiatan kerja sama, program, atau tugas-tugas khusus
lainnya. Sub-komite harus melaporkan kepada Komite Bersama.

PASAL VIII
PERTUKARAN INFORMASI
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Pertukaran dan perlindungan informasi rahasia dibuat dengan pengaturan
terpisah.

selama pelaksanaan Mou ini. Para Pihak akan melakukan pertukaran
informasi yang bersifat tidak rahasia.

PASAL IX
BIAYA-BIAYA

Pihak tuan rumah dari pertemuan Komite Bersama akan menanggung biaya
pertemuan dan penyambutan, yang dikeluarkan dalam mengadakan
pertemuan tersebut. Setiap Delegasi Para Pihak harus menanggung biaya
perjalanan sendiri untuk menghadiri pertemuan.

Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Mou ini dibuat dengan
pengaturan keuangan yang terpisah oleh kedua Pihak.
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PASAL X
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Selama pelaksanaan MoU ini, Para Pihak dapat membuat perjanjian terpisah tentang
perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual.

2.
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PASAL XI
KETENTUAN UMUM

Para Personil dari Pihak Pengirim wajib untuk mematuhi hukum-hukum,
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Pihak Penerima pada kegiatan
yang dilakukan dalam rangka Mou ini di wilayah pihak penerima.

Kewenangan disiplin untuk Personel pihak pengirim ada pada Komandan
mereka, atau PNS senior atau penvakilan militer diwilayah Pihak Penerima.

Untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah pihak penerima,
Personel Pihak Pengirim akan tunduk di bawah aturan hukum pihak
Penerima.

Masing-masing Pihak menghapuskan klaim untuk kompensasi dalam kasus
kematian, cedera atau kerusakan yang mungkin terjadi pada personel atau
properti Pihak yang timbul dari tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh
Personel Pihak lain dalam pelaksanaan MoU ini.

Sebagai pengecualian ayat (4) pada pasar ini, kompensasi dapat diklaim
dalam hal bahwa tindakan atau kelalaian telah terjadi karena kesalahan yang
disengaja atau kelalaian. Dalam kasus seperti itu, klaim harus disebsjikan
melalui negosiasi langsung antara Para Pihak tanpa dirujuk ke Pihak ketiga
untuk penyelesaian.

Dalam kasus kematian, cedera atau kerusakan yang disebabkan kepada
pihak ketiga oleh Personel Para pihak dalam pelakslnaan Mou ini, para
Pihak harus menyepakati pembayaran ganti rugi. Jika kesepakatan tidak
dapat dicapai, kasus harus dirujuk ke pengadilan yang kompeten dari negara
di mana insiden yang mengakibatkan kerusakan terjadi.
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PASAL XII
PERAWATAN MEDIS

Dalam hal kebutuhan, Pihak Penerima dapat memberikan perawatan darurat medis
dan gigi tanpa penggantian untuk Personel Pihak Pengirim pada saat berada di
wilayahnya untuk tujuan pelaksanaan MoU ini.

PASAL XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan MoU ini,
kedua Pihak akan mengadakan pembicaraan pada tingkat Komite Bersama
untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian pada tingkat ini, Kedua Ketua
Bersama dari Komite Bersama akan merujuk hal tersebut kepada para Pihak,
jika perlu melalui saluran resmi.

PASAL XIV
AMANDEMEN

Para Pihak dapat membuat perubahan terhadap MoU ini setiap saat dengan
persetujuan tertulis bersama. Amandemen disepakati akan berlaku menurut Pasal
XVI dari tr40u ini.

PASAL XV
PENGHENTIAN

Salah satu Pihak dapat menarik diri dari MoU ini dengan mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. MoU berakhir enam bulan
setelah diterimanya pemberitahuan tertulis.

Dalam kasus MoU ini diakhiri, semua kegiatan dimulai pada periode saat
MoU masih berlaku, harus dilakukan dalam kondisi yang sama seperti yang
diterapkan pada saat kegiatan dimulai.

Dalam kasus pemutusan [t4oU ini, pengaturan dari Pasal lV, ayat 2, MoU ini
akan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh pengaturan tersebut.
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PASAI. XVI
PEMBERLAKUAN DAN DURASI

MoU ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan kedua oleh
Pihak yang menginformasikan satu sama lain dari pemenuhan prosedur
internal mereka diperlukan untuk MoU mulai berlaku, sesuai dengan
undang-undang nasional mereka masing-masing.

Mou ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun kecuali salah satu pihak
memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai keinginannya untuk
mengakhiri MoU ini.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SERBIAPUBLIK INDONESIA

PU YUSGIANTORO
PERTAHANAN

DRAGAN

Dilakukan di Jakarta pada tangsat .. l.?..5g*.eqt.q.c..*el! .. datam dua
rangkap asli dalam bahasa lndonesia, Serbia dan lnggris. Dalam hal adanya
perbedaan dalam penafsiran MoU ini, versi bahasa lnggris ying berlaku.

i&
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;d MEMOPAHAyM O PA3yMEBArby

I,l3MERy

BJIAAE PE TI YEJII{KB HHAO HE3I,IJE

W

BTAAE PENYEJII,IKE CP6I{JE

o cAPAArf,tI y OEJIACTI,I OABPAHE
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Bm,qa Peny6.nNre Hn,qowe:nje N BxaAa peny6nuxe cp6nje (y ,rtzureu reKcry:
o,CrpaHe"),

yrnuajyhn y o6sup npujarencre H Koonepal'HBrre ogsoce xojr.r nocroje arMeby .qse
ApxaBe, I$IXOBI.IX Bnala 14 Hapc]Aa,

y xeibl{ Aa capaAl6otvt y o6lacrn og6paue, yHanpe1e u ojauajy 6alarepa.rue o.m{oce
r.rsr're$y ABe ApxaBe,

norasehN oA IIIr$eBa I{ npgHurrna [ioeeJbe Yjetau,erurx aaunja, y xeJbfi .(a
Aonpr{Hecy Mr{py y cBery,

nouauajyhH ce y /ryxy napflIepcrBa H capa.qrbe 14 ca xetboM Aa ce pasnNjy Ao6pH
oAHoclI y o6nacru o.r16paHe, paAr{ no6o.muarca y:ajaunor rrotllToBag,a, rloBepersa H
pa3weBarsa,

cBecHe q[]beHl,Iqe ,qa he jaualre capaArre y o6lacrN ol6paHe 6u.ru xopacHo 3a
cr{creMe olbpaue o6e Apxane, a noceouo 3a rtrxoBe opyxaHe cHare,

y cKnary ca saxehNru 3aKoulrMa H nponucr.rMa rBe rlpxaBe,

cfiopa3yMene cy ce o c.reteheu:

tl;rau l.
lleSnuuqujc

fepuruN xoju ce Kopxcle y oBoNr MeMopaHryr\ry o pa3yMeBarLy (y Jta,,r,cu reKcry:
,,MoP") r.rMajy c.ne1ehe 3lraqerbe:
(l) ,,CtpaHa norrluJbaJrau" o3Ha.IaBa IIpx(aBy roja rua_rue oc,J6,r,e, cpe4crBa H onpeMy Ha
tepNropujy rpxaBe Crpaue npxMaoqa;
(2) ,,crpaHa npNMaraq" o3naqaBa Apxatsy na uujoj repr.mopNju ce lraJra3e oco6.ne,
cpegcrBa H o[peMa Crpane norunJbaorla;
(3) ,,Oco6r,e" o3llar{aBa xojHa H ITLIBHJTT{a .qurla Ha c;rvx6u y HrrcrHr.yrtujarrra H opraHr{Ma
Crpaua.

tl;ran 2.
IIr"tr

(l) Iltln onor MoP je ycnoctaBJballe onrrrr,rx npr.rHqr.rna rr npoue.[ypa 3a capaArby
Crpana y o6laclu o.u6pane.

(2) Capagrra N:nely crpaua 3acrrHaa ce Ha rrpHHl{r.rrrHrlra paBHorpaBHocrH,
peuHnpoltrHTera L eaje.qHNutcllx []ITepeca, Kao r.r rryHor rrourroBarLa cyBepeilr.rre,ra H
repnropajanxor r4nTerplr.r.era cl6e gpxaae.
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{.'lax 3.
OAnoc MoP ca JrpyrHM yroBopuua

oraj MoP xehe yrr,rrlaru Ha npaBa fi o6arele C'rpaua xoje nporcrurry H3
rrre[yuapoAnl'Ix yronopa xoje cy nojelnuar{Ho r{JrH :ajeano 3aK;6yqHne ca apyrnrr.l .qpxaBaMa
urr r'aefyuapoAHHM oprannraqnjaua.

f,I.uaH 4.
Hag.rexuu opraHrt

(1) HaArexuu opraHu :a cnponoferLe oBor MoP cy Muxucrapcrro o46paxe
Peny6rure I4n,qoHe:s.ie n MuHl.rcrapcrBo o46pane Peny6luxe Cp6uje.

(2) Paau pea"nrasauuje oBor MoP, uaAlexHr.{ oprann C.rpaxa Mory Aa 3aKJbyt{e noce6ne
yroBope.

9nan 5.

O6.uacrn capagr*,e

Crpanc r"rory capalnBaril y clegehnu o6nac'rnua:
l) oa6pau6ene r.r crparerr.rjcxe noflr.rruKe;
2) irorNcru.rKe no,{pture r.r ol6pau6eue urrgyc'rpnje;
3) ruxorosarra r.r o6yrce, u
4) gpyrmr,t o6racrsua o.u sajelHNvKor Hurepeca, o xojuua ce Crpaue nJrr.r lbrxoBr,r HaAnexrr{
opraHn AoroBope.

IIran 6.

O6;rrrtu capagtr,e

Capaarra n:rr,refy Crpaga Moxe ce ocrBaplrrarr nyreM:
l) rnannuxux nocera;
2) xoHcynrauuja y o6racru oA6paHe n c'rpareruje;
3) paruene o6anerurajurx roAaraxa;
4) pa:naene rcxycraBa n xoucy.rrauuja;
5) uporparraa o6yxe H rrrKoJroBarba;

6) yueurha na xou{repelrqajaua, uluno:lHjyrlnMa H ccMr,{HapHMa;
7) rynoaune ol6par'r6eHllx [poH3Boga, rpaxc$epa rexHonoruje, rexxr.tqxe uouoha y oKBnpy
capaAr*e y o6.nac'rn oa6paru6eue ungycrpuje, n
8) ua apyre Halrr.rHe o xojuua ce crpaue HJrr{ lr}rxoBu Ha.(nexfir.r opranH AoroBope.
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rl"rrau 7.
3ajennn.rx* xonrNcnja

(l) 3aieauuqKa KoMficnja he 6Nru t[ropr*MpaHa y [N.ny "r(eno'r' 
Bopu 0 r ocTBapHBar$a

uuJbeBa onor MoP

(2)
Crpaua.

cacrauquua he xonpe.{ceAaBarrl Br.lcoK}I 3Ba}prqnrduu sr o6nacru og6paue

(3) 3ajegnuuxa xourcuja he:
a) ge$rnucaru :ajeguuqKe rluJbeBe Lr nurarba og o6oc'rpaHor r{HTepeca:
6) npeuopyqrroaru aKTHBHocrrd H nporpaMe capa4rbe y oxnupy Mop;
n) KoopAHHHparH, IIpaTHTI{ t4 l(ouTpoJrr.rcaru pealNsaqNjy rlrx agTr,rBgocrx ,t
nporprMa capaAr6e;
r) npururr* rperaeA H AaBarr.r oueHy o cnpoaofeny Mop;
.q) no"quocurx u:neruraje Mr.rHacrpr.rua og6paxe o6e Ctpaue;
[) peruanar, rrecflopasyMe H HecJrararba y [orne.(y cnporolen a Mop.

(4) CrpaHe he ce raje.qHI{rIKH AoroBopHTH o rrJra}roBuMa xoju qrr{e cacrar 3ajeAuuuxe
xouucuje.

(5) 3ajeruruvxa xo*rucxja cacrajahe ce jeguom y rBe ro/{u,c HnH y cay.iajy norpe6e, a
Mecro H AaryM oApxaBa[,a cacrailKa 6lrhe :ajeluurrKu noloBopeHH.

(6) Ka.ua oIIeHH aa je to Heonxo/lHo :a cnpono$eu,e aKTr{Brrocrrr, rpor?aMa HJ1H

rpyrux KoHKperHHx 3aAaraKa y oKBHpy capa4rbe, 3aje4nxuxa xoul.rcuja Moxe ycnocraBfiTr{
norxonascuie. florrouucnje he sa cnoj par o,qroBaparn 3ajepHuvxoj rorrancryw.

tl.naH 8.
Parnaeua nortlalaKa

(l) Toxorra peax.rraqlrje MoP, CrpaHe he paruemaBarn LrcKJr,yrrHBo [oAarKe :a jarHy
ynorpe6y.

(2) Parruena H 3tItIIrHTa rajrrrx IIoAaraKa 6xhe peryrurcana uoce6lrpru yroBopob{.

{"uan 9.
Tpomxonn

(l) CrpaHa r<oja je Aouahutr cacranKa 3aje,unnure xonucnje, cHocu rporrr6oBe
pealxsaqraje cacrarlKa, Kao LI rpoIIIKoBe yrocrnTeJbcKux ycnyra (clrlerumj n ucxpaHa).
Aeneraquja cBaKe o.n Crpaua cxocnhe cortcrBeue nyrHe rpoutr(oBe xoju uaciany y Be3H ca
rbHxoBHM np[cycTBoBar6eM Tr.rh{ cacTa}Iur{Ma.



(2) Ocra"rru rpolrxoBu 4o rco.iax gofe roxor'l pearu:auN.je oBor MoP 6xhe npeAMer
noce6sor $r.luancnjcxor apaHxMaHa roja he Crpaue r'aelyco6uo 3aKJbyrrHTE.

Y.nan 10.
3arurura flpaBa rrHTe!'rex'ryalue cnojuHe

Pa,uu pea-nrnrauraje oror MoP, CrpaHe Mory 3aKJEy.rHrn noce6aH yroBop o 3aurrHTH
npaBa r.rxTenexTyanue croj Nue.

Hnan 11.
Onnrle ogpeA6e

(l) Torou aKrHBHocrH xoje ce, y cKnaAy ca oBHM MoP, pea.nr.nyjy na repuropujlr
ApxaBe Ctpane npl{Maoua, oco6re C'rpane nouuJ},aoqa je o6anerxo Aa nourryje 3axone,
lrponuce H npouerype Crpaue rpuMaorla.

(2) Oco6-rre Crpaue [oIIIHJbaoua ,{[crurnJrr,tHcKr.r je o.arosopHo cBoM KoMaHAaHTy,
oAHocHo Br.r[reM ,rpxaBrroM c.uyx6euurcy nnr nojuou npe.{craBHuKy Ha repNroprjr ApxaBe
CtpaHe npr.rMaoqa.

(3) 3a cnaxo noqurbexo KpHBI.IT{Ho Aeno Ha repuropNjr.l [pxaBe Crpaue npnMaorla,
oco6.ne CrpaNe nour.uraoqa, 6Nhe no/r KprtBxquor'.r jypNc4HKqHjoM C'rpaue flpr{Maoua.

(4) Caaxa oA CrpaHa oApuqe ce rrorpaxnBarha HaKHaAe urrere y cnyvajy cMpru,
noBpeAe HJIII trrere, roje uory 3aAecHrH oco6-rr,e rrlru r,rNroBrny re Crpaue, a xoje npoficrHrly
r.I3 qurbeHa lrJru Hequlbeua [poy3poKoBaHnx oA crpaHe oco6ra Apyre Crpaxe y roKy
pealNraquje osor MoP.

(5) klsy:erno o,q orpeA6e crana (4) r:uor tlxaua, 3ax'renu 3a lraruaAy rrrrere Mory ce
Ilorpaxl,IBaru y clyvajy aKo ce ro qnlbelbe HrH rrreqHH,erbe r.r3Bprrrx HaMepHo trrfi ycJreII
rpy6e Hertaxme. Y rou c:ryvajy, 3axreBu 3a HaK]ra,(y rrrrere peuanahe ce AHpeKTTTHM

npefoBoplrMa rasr,refy ctpalra, 6et upelanana rpehoj cTpaHH Ha peruaBalLe.

(6) Y cny.rajy clIprLI, noBpeAe HJrr.r rrrrere xoje rpehcrj crpanrr Halrece oco6re Crpana y
ToI(y Bpuerba aKTHBHocrr.r y cKnaAy ca oBHM MoP, CrpaHe he ce ,qoroBoprTu y Be3H ca
nlahaneu HaKI-Ia,(e. Yrolurco ce /loroBop He nocrnrr{e, cnyuaj he 6nru npe,qar }raAJrexHHM
cyAoBI{Ma ApxaBe y rc<rjoj ce Aoro.r.{Ho qHrIH,qeHT roja je npoy3poxoBao rrrrery.

rlnan 12.
MeAuuuncKa 3aurrura

Crpaxa npHMaJIau npy;ruthe, y clryuajy norpe6e, 6e: uaxsare, xHrrry LreAulturrcKy H

croMaroJlorxKy 3aurury oco6.rry Crpaxe no[ruJbao{a AoK 6opaau rra reprrropr.tjr.r gpxane
Crpane rpr.{Maor{a y urnmy peatNraqnje osor MoP.



tlnaH 13.

Peruaaan e cnopoBa

(l) Y clyuajy 6nlo KaKBor cnopa y Be:n ca ryMaqelleM r.r cnporoferrerra onor Mop,
npeAcraBHl{qu Crpana he, y oxaupy 3ajegnNuxe rouucuje, flperoBaparu y r{r{Jby peuaBa}ba
Hecnopa3yMa xa npujareJbeKrr Harrr.rx.

(2) Y clyuajy Aa ce cnop He peruu Ha oBoM HHBoy, o6a xoupe.,lce,rlaBajy6a 3ajequnuxe
xoullcuje he npegrrler ycrynnrH CtpaHaua Ha peuaBalbe, 3Balrxrlllr{M nyreM, y1onr,rKo ro
6yge norpe6xo.

rl.rraH 14.
ll:laene n AorryHe

Crpane Mory Aa I{3MeHe I.I AonyHe MoP y 6nno roje BpeMe, 3ajeAHr.rrrKoM nrrcapoM
camacHourhy. YcarnameHe I{3MeIIe I{ Aolyue crynxhe Ha cHary, y cxnaAy ca .maHo1{ 16.
oaor MoP.

9.nax 15.
0'rra:rHsa [Le Meruopa ugy :vra

(l) Caara o4 Crpana Moxe Aa orKaxe MoP uncasuu o6aneurrerser{ apyroj Crpanir.
MoP hc npecrarll Aa BoIo.I tuecr Meceqlr ]raxorr ilpujeua rar(Bor [Hcarror o6aseulrerra.

(2) Y clyvajy npecrallxa Baxema MoP, cae aK'rHBHocrH 3afloqere y nepgoAy 15erogo1
Baxelba 6uhe peanH3oBaHe rroJl r.rcrHM ycnoBHMa uo1 rojuua cy H 3afioqere.

(3) y cnyuajy npecraHKa EiDt<erba MoP, yroropn r.t3 rmana 4. cran (2) tv{oP, oc,rajy p1

AaJbe Ha cuil3u, ocHM aKo rr,rM ytoBopNua xuje apyra,lr.rje uperBnbeuo.

rl.ran 16.
Cryname Hn cnary rr nepr{o4 BB)t(' ',il

(l) Onaj MoP cryna Ha cHary IlaHoM uplljeua rocfle.(Iber o6areurema rojuru ce
Crpane r'relyco6uo o6areurtasajy aa cy, y cxiraAy ca Haur.roHiurur{ru 3aKoHoAaBcrBoM,
cnpoBene nocrynaK xoju je HeonxoAau 3a cryrralse ua cuary Mop.

(2) Oraj MoP ocraje Ha cHa3LI 5 (nrr) roAr.rna H Moxe 6u:ru ayrouarcKr.r rporo/11(eH Ha
nepl{oA oA Hape&rrx 5 (ner) rcIs.rHq ocr{M axo 6mo xoja oA cTpaHa, nficarrr,rM n}rreM, He o6asecnr
ryyry Crpany o crojoj HaMepr.r aa orxaxe Mop.



Caqurreuo y IJaxapru. l3 201 I roAHHe, Y Ara r{cToBeTHa

npllMepxa Ha cpncxoM, HHAoHexaHcKoM H eHUrecKoM je:arcy. Y cly.rajy pa3nr,rxa y
TyMarrelby MoP, uepo.[aBaH je rexcr Ha eHrnecKonr.ie:ury.

3A BJTAAy 3A BnAIry
PHNYBJII,{KE CPEI,IJEp p{HAO}rE3r4.rE

I,ICTAP

JycruaHropo yraHoBau
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of lndonesia and the Government of the Repubiic of
Serbia (hereinafter referred to as ,,parties',),

Considering the friendly and cooperative relations existing between the two
Countries, Governments and people,

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the two
countries through cooperative activities in the field of defence,

Taking into account the goals and principles of the United Nations Charter to
contribute to the peace in the world,

Acting in the spirit oT.partnership and cooperation with a wish to develop good
relations in the field of defence, in order to enhance mutual esteem, confidence and
understanding,

Reco-gnizing that the strengthening cooperation in the field of defence will be
beneficialto both national defences, [a*icularly Armed Forces,

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries,

Have agreed as follows:



1

2

ARTICLE I

DEFINITIONS

The terms used in this fvtemorandum of Understanding (MoU) are defined as follows:

1. ',sending Party" means the country that sends personnel' assets and

equipment to the territory of the Receiving Party;

2. ,,ieceiving Party" ,".nr the country in the territory of which the personnel,

assets and equipment of the sending Party are located;

3. "personnel" meins military personnel and civilians employed within the

institutions and bodies of the Parties.

ARTICLE II
OBJECTIVE

The objective of this MoU is to establish general principles and procedures for

the cooperation between the Parties in the field of defence.

The Parties shall cooperate on the basis of the principles of equality,

reciprocity and mutual interests, and full respect of the sovereignty and

territorial integrity of the respective countries.

ARTICLE III
COMPATIBILITY WITH OTHER AGREEMENTS

This MoU shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from

international agreements which tliey have either individually or together concluded

with other states or international organizations.

ARTICLE IV
COMPETENT AUTHORITIES

The Competent Authorities in charge of the implementation of this MoU are

the Minisiry of Defence of the Republic of lndonesia and the Ministry of

Defence of the RePublic of Serbia'

For the purpose of the implementation of this MoU, the Competent Authorities

of the Parties may conclude supplementary arrangements.

1

2
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ARTICLE V
AREAS OF COOPERATION

The Parties may cooperate in the following areas

Defence and Strategic Policy;
Logistic Support and Defence lndustry Cooperation,
Education and Training, and
Other areas of mutual interest to be agreed upon by the parties or their
Competent Authorities.

ARTICLE VI
FORMS OF COOPERATION

The cooperation between the Parties may be carried out through

Official visits;
Defence and Strategic Dialogue,
lntelligence Exchange,
Exchange of experience and consultations;
Training and education programmes,
Participation in conferences, symposiums and seminars;
Procurement of defence material, transfer of technology, technical assistance
of defence industry cooperation, and
pth"er lorms of cooperation to be agreed upon by the Parties or their Competent
Authorities.

ARTICLE VII
JOINT COMMITTEE

2

1 A joint Committee shall be established to effectively achieve the purposes of
this tvtoU.

The Meeting shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials
from both Parties.

3. The Joint Committee shall

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

a. ldentify the common concern and interest,b. Recommend cooperative activities and
framework of this MoU,

programmes within the

c. coordinate, monitor and control the implementation of the cooperative
activities and programmes,



d.
e"
f,

Review and evaluate the implementation of this MoU,
Submit report to the respective Defence Ministers of both Parties,
Settle any difference or divergence of views on the implementation of
this MoU.

4. The composition of the members of the Joint Committee shall be mutually
agreed by both Parties.

5 The Joint Committee shall meet once in two years or as and when it deems
necessary at a place and date as mutually agreed.

b The Joint Committee may establish sub-committees as and when it deems
necessary for carrying out cooperation activities, programmes, or other
specific tasks. The sub-committees shall report to the Joint Committee.

ARTICLE VIII
EXCHANGE OF INFORMATION

1 During the implementation of this MoU the Parties shall exchange solely
unclassified information.

2 The exchange and protection of classified information shall be subject to a

separate agreement,

ARTICLE IX
EXPENSES

1 The Party hosting the Joint Committee meeting rn its territory shall bear the
costs of meeting and local hospitality, incurred in convening such meeting,
Each Delegation of the Parties shall bear its own travel expenses in respect of
its attendance at the meetings.

2 Other expenses incurred in the implementation of this MoU are subject to a

separate financial arrangement to be concluded between both Parties.

ARTICLE X
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

During the implementation of this MoU, the Parties may conclude a separate
agreement on the protection of intellectual property rights.
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ARTICLE XI
GENERAL PROVISIONS

The Personnel of the Sending party is obliged to comply with the laws,
regulations and procedures of the Receiving Party in course of the activities
conducted under this MoU in the territory of the Receiving party.

The disciplinary authority for the Personnel of the Sending Party is vested in
their Commander, or the senior civil servant or the military representative in
the territory of the Receiving Party.

For any criminal act committed in the territory of the Receiving party, the
Personnel of the Sending Party shall be under the criminal jurisdiction bt tfre
Receiving Party.

Each Party waives any claim to compensation in case of death, injury or
damage that might occur to the Party's Personnel or property arising from the
acts or omissions caused by the personnel of the other party during the
implementation of this MoU.

As an exception to paragraph (4) of this Article, compensations may be
claimed in case that this act or omission has occurred due to wilful misconduct
or gross negligence. ln such a case, the claims shall be settled through direct
negotiations between the Parties without being referred to a third [arty for
settlement.

ln case of death, injury or damage caused to a third party by the personnel of
the Parties while acting under this Mou, the parties-shall agree on the
payment of indemnification. lf agreement cannot be reached, the Case shall be
referred to the competent tribunals of the country in which the incident that
inflicted the damage took place.

ARTICLE XII
MEDICAL CARE

2.

3

4

5

o

ln case of necessity, the Receiving Pafiy shall provide emergency medical and dental
care without reimbursement for the Personnel of the SenOing Party while on its
territory for the purpose of the implementation of this MoU.



ARTICLE XIII
SETTLEMENT OF DISPUTES

1 ln the event of any dispute concerning the interpretation and implementation
of the present MoU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level
in order to settle the dispute amicably.

2 ln the event of a failure of settlement at this level, both Co-Chairmen of the
Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through
official channels.

ARTICLE XIV
AMENDMENTS

The Parties may make any amendments to this MoU at any time upon mutualwritten
consent. The agreed amendments shall enter into force according to Article 16 of this
MoU.

ARTICLE XV
TERMINATION

1 Either Party may withdraw from this MoU by sending a written notification to
the other Party. The ItIoU terminates six months upon the receipt of such a
written notification.

2 ln case this MoU is terminated, all the activities initiated in the period when
this MoU was in force shall be carried out under the same conditions that
applied when the activities were initiated.

3. ln case of termination of this MoU the arrangements from Article 4, paragraph
2, of this MoU shall remain in force, unless otherwise stipulated by those
arrangements.

ARTICLE XVI
ENTRY INTO FORCE AND DURATION

1 This MoU enters into force on the date of receipt of the second notification by
which the Parties inform each other of the fulfilment of their internal procedures

necessary for the tVloU to enter into for@, in accordance with their respective
national legislation"

W
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2 This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be
automatically extended for another 5 (five) years unless either party noiifies
either Party in writing of its intention to terminate this fvloU.

Pqn" il ,, l3l ,, , on $orde4Fgq 20 u in two originat copies in thelndonesian' the Serbian and the English languages. ln case of 
-discrepancies 

in theinterpretation of this MoU the English language version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SERBIA

PU O YUSGIANTORO DRA S
MINI OF DEFENCE M TER OF DEFENCE

I

I
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Ceftified true copy
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Number
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K lt{ tP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian lnternasional
Kementerian LuaI Neoeri. ReBublik lndonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affais and lnternational Trea/rrs
Ministry of Foreign Affairs, Republic of lndonesia

Tanqqal
Date

t[ Desember 2018


